PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR: 10/KPN.W16-U1/SK/OT1.2/1/2026
TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN
NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
pada Lampiran II Angka V Huruf C, pada pengadilan tingkat
pertama Wakil Ketua bertindak selaku koordinator
pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para
Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan
Pengamat, dengan dibantu oleh beberapa orang Panitera
Muda, Panitera Pengganti dan Staf sebagai tenaga
administrasi;

b. Sehubungan dengan adaya promosi dan mutasi Ketua,
Wakil Ketua dan Hakim Pengadilann Negeri di Lingkungan
Peradilan Umum pada Mahkamah Agung, maka untuk
pelaksanaan tugas dan kepentingan dinas perlu ditunjuk
Hakim yang cakap dan mampu untuk melaksanakan

pengawasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

2.Undang .......
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2. Undang-Undang Nomor 2........

2 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan keenam Peraturan Mahkamah agung Nomor 15
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteran
dan Kesekretariatan Pengadilan;

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988
tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan
Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri;

S. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA
PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.

KESATU : Susunan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri
Palangkaraya, sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Hakim Pengawas Bidang dan Bidang Pengawasan Berbasis Lembar
Penilaian Asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh
(Ampuh) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;

KETIGA : Jadwal pengawasan dilakukan setiap minggu dan hasil
pengawasan dilaporakan setiap bulan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Palangkaraya Klas IA, satu hari sebelum rapat untuk
dianalisa, setelah selesai rapat Evaluasi langsung
dimasukan kedalam Link Sipadu PN Palangkaraya oleh

petugas notulen;

KEEMPAT.........
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai.......

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan
Industrial Palangkaraya Klas IA Nomor 117/KPN.W16-
U1/SK/OT1.2/XI/2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas
Bidang pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila Terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan

ini akan di Dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

RICKY FARDINAND
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS

IA.
NOMOR

TANGGAL : 05 Januari 2026

: 10 /KPN.W16-U1/SK/OT.1.2/1/2026

SUSUNAN NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN
NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS TIA

NO PENGAWAS BIDANG NAMA HAKIM PENGAWAS NOTULgEEDéBANTU
1. | KOORDINATOR R. HEDDY BELLYANDI, 1. Panitera Muda
PENGAWASAN S.H., M.H. 2. Panitera Pengganti
3. Tenaga
Administrasi
2. | PELAYANAN SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn. | 1. FEDERIUS
ADMINISTRASI HALAWA, S.H.
KEPANITERAAN PERDATA 5 AGAVE CRISTY J.
SARAGIH
3. | PELAYANAN MUHAMMAD RIFA RIZAH, 1. EVENTY VELLY
ﬁ%‘;ﬁﬂﬁ%““ﬂn PIDANA S.H., M.H. PALAWA, S.H.
DAN WASMAT 2. KASPUL
4. | PELAYANAN PRAPTI RAMADHANI, S.T., TIMOTIUS AGNI
ADMINISTRASI S.H., M.H. ANGGA KUSUMA
KEPANITERAAN KHUSUS
PHI
5. | PELAYANAN MUJI KARTIKA RAHAYU, 1. SALUNDIK, S.H.
ADMINISTRASI S.H., M.Fil 2. EKSA JULI
KEPANITERAAN KHUSUS
TIPTKOR FIRNANDO, S.H.
6. | PELAYANAN 1. YUNITA, S.H. FAUSTINA
ADMINISTRASI
KEPANITERAAN HUKUM 2. AMIR MAHMUD MUNTE, II\Q/I‘ZHIY\[/IASARITA’ A
S.H. pe ML
7. | PELAYANAN 1. NI MADE KUSHANDARI, | MEWIKRISTYA, S.Kom
ADMINISTRASI S.H., M.H.
PERENCANAAN, 2. FRANSISCA KIKI
TEKNOLOGI INFORMASI DAMAYANTL S H.. M.H
DAN PELAPORAN P e
8. | PELAYANAN 1. NGGULI LIWAR MBANI 1.FERRY, S.E.
ADMINISTRASI PERKARA AWANG. S.H.. M.H.
UMUM DAN KEUANGAN ’ ’ 2.JIMI ADE CANDRA
2. DWI HARTO HANGGONO,
S.H.
9. | PELAYANAN 1. BENYAMIN, S.H. ANITA SELVIA, S.E.
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN 2. IRYANA MARGAHAYU,
ORGANISASI DAN S.T,. S.H.
TATALAKSANA
10. | PELAYANAN SATGAS SIPP | 1. NI MADE KUSHANDARI, | 1.GILANG RAHADIAN
S.H., M.H. SAPUTRA, S.H.
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2. DWI HARTO HANGGONO,
S.H.

2.GUSTAF DENOVAN

11. | PELAYANAN

ADMINISTRASI PTSP

1. ASTITI SWANITA RINI,
S.H., M.H.

2. ABDUR RACHMAN
ISWANTO, S.H., M.H.

BERNI MATHEUS
NOVRIANUS
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Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 05 Januari 2026

GER/
NE ,,\»49

> X
s*’/ %)
ki

RICKY FARDINAND

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
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